dan prasarana, kemitraan usaha dan dukungan kelembagaan yang akan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir dibutuhkan keterlibatan
semua bagian baik pemerintah selaku pihak yang memberdayakan dan
masyarakat selaku pihak yang diberdayakan agar pemberdayaan
masyarakat pesisir dapat berjalan maksimal dengan meminimalisir faktor
penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pemberdayaan

masyarakat pesisir.
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